BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Efektivitas pengaturan peran pengawasan yang dimiliki oleh PJP belum
efektif karena memiliki kelemahan dalam desain norma sanksi yang diatur
dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang
Penyedia Jasa Pembayaran. Sanksi pada Pasal 51 belum dirumuskan secara
tegas dan komprehensif sehingga belum mampu memberikan konsekuensi
hukum yang jelas dan mengikat terhadap pelaku usaha yang melanggar
larangan pengalihan beban biaya MDR kepada konsumen. Kelemahan pada
desain sanksi menyebabkan peran pengawasan yang dilakukan oleh PJP tidak
dapat berjalan secara optimal karena tidak menimbulkan daya paksa yang kuat

bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Kesimpulan tersebut menjadi dasar pengajuan beberapa rekomendasi
untuk memperkuat efektivitas pengaturan peran PJP dalam pengawasan.
Pertama, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan substansi hukum
melalui revisi terhadap ketentuan sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aspek ini menjadi

penting karena efektivitas hukum juga diukur dari sejauh mana sanksi yang
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dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah pelaku
usaha lain untuk melakukan perbuatan yang sama.® Revisi terkait peraturan
tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan sanksi administratif
berjenjang, ketentuan denda, serta memperjelas apakah sanksi diberikan
secara langsung atau mengikuti mekanisme peringatan. Pengaturan mengenai
sifat sanksi juga perlu diperjelas apakah bersifat sementara atau permanen,
agar kepastian hukum dapat terjamin.

Kedua, mekanisme pertukaran informasi pelanggaran antar PJP serta
mekanisme blacklist perlu diubah dari kewenangan fakultatif menjadi
kewajiban normatif, sehingga tercipta sistem pengawasan yang terintegrasi
dan tidak menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari
penegakan.

Ketiga, Bank Indonesia perlu menerbitkan aturan turunan yang secara
tegas memerintahkan PJP untuk membentuk dan mengatur sistem deteksi
pelanggaran secara otomatis dalam setiap transaksi QRIS yang dilakukan
antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan tersebut penting untuk
memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya bergantung pada
aduan konsumen atau pengawasan manual, tetapi didukung oleh sistem
teknologi yang mampu mengidentifikasi secara dini praktik pengalihan beban

biaya MDR.

18 Muh Alfikram Azis, dkk, Op. Cit., hlm 10.
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Keempat, Bank Indonesia perlu menerbitkan aturan turunan, pedoman
teknis, atau Surat Edaran yang menetapkan standar operasional pengawasan,
tata cara pelaporan pelanggaran, prosedur pemutusan kerja sama, serta
mekanisme penindakan lintas PJP. Aspek ini penting agar kewenangan PJP
dalam melakukan pengawasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur.
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